PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER,

PENGEMBANGAN DAN PENATAAN EKONOMI KREATIF,

PENYELENGGARAAN PERIKANAN DAN HARI BESAR BUDAYA DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

Menimbang

Mengingat

bahwa berdasarkan Pasal 47, Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal
85 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sanggau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib;

. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau

tentang Pengarusutamaan Gender, Pengembangan dan
Penataan Ekonomi Kreatif, Penyelenggaraan Perikanan dan
Hari Besar Budaya Daerah akan dilakukan pembahasaan
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau,;
bahwa untuk kelancaran dalam pembahasan dan penetapan
rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud huruf a
dan huruf b, oleh Badan Musyawarah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dipandang perlu dibentuk Panitia Khusus;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, huruf b dan huruf ¢ di atas perlu ditetapkan
dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sanggau.

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1820) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
Il Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong Dengan Mengubah UndangUndang Nomor 27
Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat



Memperhatikan :

-2-

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II di Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun
2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Sanggau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita
Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025 Nomor 39
Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1
Tahun 2025).

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sanggau Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sanggau Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Penetapan Program
Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun
2026;

Surat Rekomendasi Badan Muswarah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor:
000.1.5/11/BAN-MUS-DPRD/2026 Tentang Pembentukan
Panitia Khusus;

Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor
006/F.PDIP-DPRD/VIII/2026 tanggal 28 Agustus 2026
Perihal Perwakilan Panitia khusus 4 (empat) Raperda Kab.
Sanggau Inisiatif DPRD Tahun 2026;

Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor : 09/FPG/1/2026
tanggal 31 Agustus 2026 Perihal: Penyampaian nama-nama
Anggota Pansus;

Surat Fraksi Gerindra Nomor : 012/F-GERINDRA/DRPD-
SGU/ VIII /2026 tanggal 31 Agustus 2026 Perihal
Penyampaian Nama Anggota Pansus;

Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor : 009/FPD/VIII/2026
tanggal 28 Agustus 2026 Perihal Penyampaian Perwakilan
Pansus Pembahas 4 (empat) Raperda Kabupaten Sanggau
Inisiatif DPRD Tahun 2026;

Surat Fraksi Partai NasDem Nomor
003/PK/F.NasDem/VIII/2026 tanggal 28 Agustus 2026
Perihal Perwakilan Anggota Fraksi Dalam Panitia Khusus;
Surat Fraksi Amanat Persatuan Nomor : O08/F.AP-
DPRD/VIII/2026 tanggal 28 Agustus 2026 Perihal Surat
Usulan Perwakilan Anggota Fraksi dalam Pansus Pembahas
4 Raperda Kab. Sanggau Inisiatif DPRD Tahun 2026;
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9. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor
004 /F-PKB/DPRD-SGU/VIII/2026 tanggal 28 Agustus 2026
Perihal Penyampaian Usulan Anggota Fraksi Kebangkitan
Bangsa dalam Keanggotaan Pansus Pembahas 4 (empat)
Raperda Kabupaten Sanggau Inisiatif DPRD Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Pembentukan Panitia Khusus Pembahas 4 (Empat) Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang
Pengarusutamaan Gender, Pengembangan dan Penataan
Ekonomi Kreatif, Penyelenggaraan Perikanan dan Hari Besar
Budaya Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
bertugas menetapkan jadwal kegiatan, membahas rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Sangggau sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU sesuai jadwal dan membuat laporan hasil
pembahasan untuk disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.

Waktu pelaksanaan tugas Panitia Khusus sebagaimana
dimaksud pada diktum KEDUA dimulai sejak tanggal
ditetapkannya keputusan ini dan berakhir apabila telah
menyampaikan laporan dalam Rapat Paripuna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.

Panitia Khusus dalam melaksanakan kegiatannya
bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sanggau.

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sanggau.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dirgtapkan di Sanggau.
4 tanggal 2 September 2026




Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Sanggau
Nomor 6 Tahun 2026
Tanggal 2 September 2026
Tentang PENETAPAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS 4 (EMPAT) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER, PENGEMBANGAN DAN PENATAAN
EKONOMI KREATIF, PENYELENGGARAAN PERIKANAN DAN HARI
BESAR BUDAYA DAERAH
Pansus Judul Raperda No. Nama Anggota Fraksi
A Raperda tentang ALFONSUS MASGIO,  Dar
Pengarusutamaan 1. A.Md.Kep. PDI-Perjuangan
Gender 2. | KANCILKUS, SP. PDI-Perjuangan
3. | SAHDAN Partai Golongan
Karya
4. AGUSTINI AD L Partai Gerindra
S.Pd.
5. | ROPINA, S.Pd.SD. Partai Demokrat
YUVENALIS KRISMONO, .
6. S.E.,M.Si. Partai NasDem
7. | TITIK ERNI KURNIAH Amanat Persatuan
8. | SUPRIYADI, S.Sos. Kebangkitan
Bangsa
B Raperda tentang 1 EDI EMILIANUS KUSNADI, PDI-Periuanean
Hari Besar Budaya " | S.H. 1) g
Daerah DR. YEREMIAS
2. | MARSILINUS, S.Pd.SD., PDI-Perjuangan
M.Pd.
3. | FRANSISKUS TAUFIK Partai Golongan
Karya
4. le\?gSIUS SIMBOLON, Partai Gerindra
LEONARDO A.H.SILALAHI, .
S. S.H.,M.H. Partai Demokrat
6. | YONATAN MULYADI. A, S.I.P | Partai NasDem
7 gA}I{JFIK HIDAYATULLAH, Amanat Persatuan
8. |ISMAIL HA.M Kebangkitan
Bangsa
C |Raperdatentang |, |pp jyMADI, S.Sos., M.Pd. | PDI-Perjuangan
Penyelenggaraan
Perikanan 2. | YOHANES ANES, S.H. PDI-Perjuangan
3 HENDRYKUS BAMBANG, Partai Golongan
" | S.I.P Karya
4 EPIFANIA RATIH KUMALA Partai Golongan
" | DEWI, S.I.LKom Karya
ANDI PUTRA DAMENTA . .
S | SEMBIRING, A.Md.Kep Partai Gerindra
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6. | YULIUS TEHAU, S.P. Partai Demokrat

7. | DICKY, S.Hut. Partai NasDem

8. | BISON Amanat Persatuan

9. | MARULAK MARBUN Amanat Persatuan
Kebangkitan

10. | WENDY KRISANDY, S.Pd.
Bangsa

Raperda tentang 1. | ANSELMUS EFENDI, S.H. PDI-Perjuangan

Pengembangan
dan Penataan

Ehsnomi Kreatit 2. | FRANSISKUS DEDI, S.E. PDI-Perjuangan

3. | ADIHARTO SINGKU, S.Sos. | artai Golongan
Karya

4. | SAIFIN Partai Golongan
Karya

5. | HERRI SAMUEL, S.P. Partai Gerindra

6. | PAULUS, S.Sos. Partai Demokrat

7. | SUPRATMAN, S.H. Partai Demokrat

8. | ZULKARNAIN Partai NasDem

9. | NADOS, S.P. Amanat Persatuan

10. | EDY RAKHMAN Amanat Persatuan

11. | DIDI DARMADI, A.Md. Ephanghkitan
Bangsa

LAN RAKYAT DAERAH
GGAU,




